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ABSTRAK 

 

Grace Sonya Putri Kinanti. 201610115119.Peran Kejaksaan Melalui Pusat 

Pemulihan Aset Dalam Menyelesaikan Barang Sitaan Dan Barang Rampasan 

Hasil Tindak Pidana Korupsi, 

Kejahatan korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat 

merugikan keuangan negara sehingga menjadi prioritas utama bagi Kejaksaan  

dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah memaksimalkan 

pengembalian kerugian keuangan Negara. Dalam prakteknya, terhadap perkara 

tindak pidana korupsi yang telah disidangkan dan putusannya bebas maka tidak 

mungkin menuntut kerugian terhadap keuangan negara karena kepada siapa negara 

menuntut kerugian keuangan negara tersebut.Dengan adanya putusan bebas maka 

siapa yang harusbertanggung jawab secara pidana menjadi tidak jelas dan perbuatan 

melawan hukum juga menjadi kabur.Sehingga dengan tidak ada kejelasan 

perbuatan melawan hukum dan beban pertanggung jawaban secara pidana maka 

tuntutan kerugian keuangan negara sangat sulit untuk diajukan gugatan secara 

perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka hasil 

penelitian ini dapat disimpulkan, antara lain : 1. Peran Kejaksaan melalui lembaga 

PPA ini belum optimal, hal ini disebabkan karena pemulihan aset hasil korupsi 

dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dan 

KUHAP terlalu sederhana dan masih bersifat konvensional sehingga tidak 

memungkinkan memulihkan aset secara efektif dan efisien, maka Indonesia perlu 

menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan prinsip-prinsip dan 

standar-standar yang berlaku secara universal sebagaimana tercantum dalam 

UNCAC 2003. 2. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan melalui lembaga 

Pusat Pemulihan Aset (PPA) untuk mengoptimalkan perannya dalam memulihkan 

aset negara yang dikorupsi. Upaya-upaya tersebut antara lain: a. Melakukan 

pelacakan dan penelusuran aset terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku; 

b. Melakukan penyitaan terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh para pelaku sebagai 

langkah agar aset-aset yang dikorupsi tidak dialihkan kepada pihak ketiga; c. 

Melakukan perampasan aset terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh pelaku;  

d.Jalinan kerjasama antara Indonesia dengan StAR Initiatives, dan e. Melakukan 

pelelangan terhadap aset-aset yang dikorupsi oleh pelaku yang sudah disita maupun 

dirampas guna pengembalian kerugian negara yang timbul dari tindak pidana 

korupsi. Kemudian yang menjadi saran dalam penelitian ini, antara lain :1.Untuk 

mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi yang dilakukan oleh lembaga 

Kejaksaan melalui Pusat Pemulihan Aset (PPA) adalah melakukan kerjasama 

internasional dalam bentuk Mutual Legal Asistance (MLA) sebagai langkah 

pencegahan aset hasil korupsi disembunyikan didalam maupun ke luar negeri; dan 

2. Sebagai upaya mengoptimalkan pemulihan aset hasil korupsi, maka perlu adanya 

penguatan aspek legalitas adalah disahkannya Rancangan Undang-Undang 

Perampasan Aset menjadi Undang-Undang Perampasan Aset. 

Kata Kunci :Kejaksaan, Pusat Pemulihan Aset, Barang Sitaan dan Barang 

Rampasan 
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ABSTRACT 

 

Grace Sonya Putri Kinanti. 201610115119. The Role of the Prosecutors' Office 

Through the Asset Recovery Center in Settling Confiscated Goods and Seized 

Goods as a Result of Corruption Crime, 

 

Corruption crime committed by corrupt perpetrators can harm state 

finances so that it becomes a top priority for the Prosecutor in efforts to eradicate 

criminal acts of corruption is to maximize recovery of state financial losses. In 

practice, the cases of corruption that have been tried and the verdict are free then 

it is not possible to claim damages to the state finances because to whom the state 

is demanding financial losses of the state. blurred. So that with no clarity of acts 

against the law and the burden of criminal liability, the state financial loss claim is 

very difficult to file a lawsuit in civil. By using juridical normative research 

methods, the results of this study can be concluded, among others: 1. The role of 

the Prosecutor's Office through this PPA institution is not yet optimal, this is due 

to the recovery of assets resulting from corruption in the laws and regulations 

eradicating criminal acts of corruption and the Criminal Procedure Code is too 

simple and still conventional so that it is not possible to recover assets effectively 

and efficiently, then Indonesia needs to adapt its laws and regulations to the 

principles and standards that apply universally as stated in UNCAC 2003. 2. Efforts 

that can be made by the Prosecutor's Office through the Central agency Asset 

Recovery (PPA) to optimize its role in recovering corrupt state assets. These efforts 

include: a. Tracking and tracing assets against corrupted assets by the 

perpetrators; b. Confiscating assets that are corrupted by the perpetrators as a step 

so that the assets that are corrupted are not transferred to third parties; c. Conduct 

assets confiscation of assets that have been corrupted by the perpetrators; 

Cooperation between Indonesia and StAR Initiatives, and e. Tender for assets that 

have been confiscated by perpetrators who have been confiscated or seized to 

recover state losses arising from corruption. These efforts include: a. Tracking and 

tracing assets against corrupted assets by the perpetrators; b. Confiscating assets 

that are corrupted by the perpetrators as a step so that the assets that are corrupted 

are not transferred to third parties; c. Conduct assets confiscation of assets that 

have been corrupted by the perpetrators; Cooperation between Indonesia and StAR 

Initiatives, and e. Tender for assets that have been confiscated by perpetrators who 

have been confiscated or seized to recover state losses arising from corruption. 

Then the suggestions in this study include: 1. To optimize the recovery of assets 

resulting from corruption carried out by the Prosecutor's Office through the Asset 

Recovery Center (PPA) is to conduct international cooperation in the form of 

Mutual Legal Assistance (MLA) as a measure to prevent corruption assets hidden. 

inside and outside the country; and 2. As an effort to optimize the recovery of assets 

resulting from corruption, it is necessary to strengthen the legality aspect is the 

passing of the Draft Asset Seizure Law into the Asset Seizure Law. 

Keywords: Prosecutor's Office, Asset Recovery Center, Confiscated Goods 

and Seized Goods 
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